
GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR:1TAHUN2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang :  a.  Bahwa sesuai  dengan Arah dan Kebi jakan
Umum APBD yang telah disepakat i  bersama
antara Pemerintah Daerah propinsi  Riau
dengan Dewan perwaki lan Rakyat Daerah
PropinsiRiauNomor 21lSKBllX2}A5

903tuMt2005-10/985
pada tanggal 28 Bulan September 2005, perlu
menyusun Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2006;

b. BahwaAnggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi  Riau Tahun Anggaran 2006 per lu



Mengingat : l.

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tk.l Sumatera
Barat,  Jambi,  dan Riau (Lembaran l - r legara
Republ ik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1646);

Undang-gpdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
fndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republ ik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenting
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2AO4 Nomor 53,
Tambahan Tambahan Lembaran Neqara Rl Nomor
438e);

(
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2034 Nomor 66. Tambahain
Lembaran Negara Rl Nomor4400);

Undang-Un9,"ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara
Repubf ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
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Tambahan Lembaran Negara Rl Nornor a$1,);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusal
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tcihun 2004 Nom or 126,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 443g);

8. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
Kduangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nom or 202, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4022):

9. Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republ ik lndonesia Tahun 2000 Nom or 204,
Tambahan Lembaran Negara RlNomor 4024);

10. Peraturan pemerintah Nomor 10g Tahun 2000
tentang Tata Cai-a pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran
Negara RlNomor4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
.WakiJ Kepata Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor  O2S);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan pengawasan Atas
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Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor41.
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor40g0);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001
tentang Perubahan atas peraturan pemerintah
Nomor 1A4 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor4165),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor62,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomora513);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah
Republik lndonesia Nomor 24Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan
dan Anggota Dewan Penryakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor94, Tambahan Lembaran Negara RlNomor
4540);

16. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor g0
Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4330) ;


